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ABSTRAK

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam

perkara perdata, scbab di dalam pembuktian perkara pidana adalah bertujuan

f untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya.

| Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1. Bagaimana kedudukan alat bukti

penyadapan dalam sistem pembuktian di Indonesia?, 2. Bagaimanakah penerapan

penyadapan menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik ?

Jenis Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan
metode penelitian hukum yuridis normatif.

Hasil penelitian, kedudukan alat bukti penyadapan dalam sistem
pembuktian di Indonesia bahwa penyadapan bisa dijadikan alat bukti yang sah,
Dalam hukum pembuktian, rekaman pembicaraan adalah real evidence atau
physical evidence. Kedudukan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan
bahwa putusan itu benar schingga si tersangka dinyatakan bersalah dan Penerapan
Penyadapan menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elcktronik bahwa Perbuatan penyadapan yang dilarang
adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa
pun seperti melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem
pengamanan.

Simpulan penyadapan bisa dijadikan alat bukti yang sah, Perbuatan
penyadapan yang dilarang, seperti melanggar, menerobos, melampaui, atau
menjebol sistem pengamanan.
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BAB 1V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dari bab-bab diatas maka penulis dapat menarik

sutu kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kedudukan alat bukti penyadapan dalam sistem pembuktian di Indonesia
bahwa penyadapan bisa dijadikan alat bukti yang sah. Dalam hukum
pembuktian, rekaman pembicaraan adalah real evidence atau physical
evidence. Kedudukan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan
bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah. Dalam
penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah
ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkrachr).

2 Penerapah Penyadapan menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Perbuatan
penyadapan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaj;'x dan tanpa
hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik
milik orang lain dengan cara apa pun seperti melanggar, menerobos,
melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

B. Saran-saran
l. Terkait dengan kedudukan penyadapan sebagai alat bukti pada dasarnya
Sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, akan

tetapi harapan kedepannya bagi para pemangku kebijakan dapat membuat
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